BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI
secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah, baik melalui
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3), peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan
menteri keuangan, maupun surat keputusan Sekretariat Jenderal DPR RIL
Proses kebijakan tersebut pada dasarnya dilakukan melalui pengusulan
internal DPR atau Sekretariat Jenderal DPR, pembahasan bersama
pemerintah dalam kerangka anggaran negara (APBN), serta penetapan
melalui instrumen hukum yang berlaku. Dengan demikian, secara formal
dan prosedural, kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI dapat

dikatakan memenuhi aspek legalitas dan kepastian hukum.

. Ditinjau dari perspektif keadilan, kebijakan kenaikan tunjangan anggota

DPR RI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial
sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan
teori keadilan distributif Aristoteles, prinsip keadilan John Rawls, serta
nilai keadilan menurut Gustav Radbruch, kenaikan tunjangan anggota
DPR RI masih menimbulkan ketimpangan apabila dibandingkan dengan

kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia. Ketimpangan tersebut
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semakin terasa ketika sebagian besar rakyat menghadapi kenaikan harga
kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, dan tekanan ekonomi,
sementara tunjangan pejabat negara justru mengalami peningkatan

signifikan.

B. Saran

1.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Disarankan agar mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan
anggota DPR RI dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan terbuka
kepada publik. Penetapan tunjangan sebaiknya mempertimbangkan secara
proporsional kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dikaitkan dengan
kinerja dan tanggung jawab anggota DPR RI, sehingga kebijakan yang
diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip
keadilan sosial.

Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan

Disarankan agar dalam menyetujui dan menetapkan kebijakan kenaikan
tunjangan anggota DPR RI lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian
fiskal dan keadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan
tersebut selaras dengan kemampuan keuangan negara serta tidak
menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat, sehingga pengelolaan
anggaran negara dapat berjalan secara efisien dan berpihak pada

kepentingan rakyat.
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